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Abstrak 

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan migas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan 

yang menghambat efektivitasnya. Penyalahgunaan sektor migas, seperti pengoplosan bahan bakar, 
penyimpangan alokasi, dan praktik ilegal lainnya, sering kali tidak mendapatkan sanksi yang cukup tegas, 

disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta adanya korupsi dan 
kepentingan politik yang memengaruhi kebijakan sektor energi. Oleh karena itu, pembaharuan dalam sistem 

hukum dan peraturan, penguatan pengawasan, dan penegakan sanksi pidana yang lebih konsisten dan 
transparan sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang merugikan negara dan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum 

yang efektif dan memberikan saran terkait pembaharuan sistem hukum dan penguatan pengawasan di sektor 
migas. Diharapkan dengan adanya reformasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta 

penerapan teknologi dalam pengawasan, penegakan hukum sektor migas dapat berjalan lebih efektif dan 

memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Migas, Sanksi Pidana  

 

Abstract 

Law enforcement against oil and gas abuse in Indonesia still faces various challenges that hinder its effectiveness. Abuse 
in the oil and gas sector, such as fuel adulteration, allocation deviations, and other illegal practices, often do not receiv e 
sufficiently strict sanctions, due to weaknesses in supervision, overlapping regulations, and corruption and political 
interests that influence energy sector policies. Therefore, reforms in the legal and regulatory system, strengthening  
supervision, and more consistent and transparent enforcement of criminal sanctions are needed to prevent abuse practices 
that are detrimental to the state and society. This study aims to analyze the factors that hinder effective law enforcement 
and provide suggestions regarding the renewal of the legal system and strengthening supervision in the oil and gas 
sector. It is hoped that with regulatory reform, increased coordination between institutions, and the application of 

technology in supervision, law enforcement in the oil and gas sector can run more effectively and provide a deterrent 
effect for perpetrators of abuse. 
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PENDAHULUAN  

Sektor minyak dan gas bumi (migas) 
memiliki peran yang sangat vital dalam 
perekonomian Indonesia, baik sebagai 
sumber utama pendapatan negara 
maupun sebagai penyedia energi yang 
mendukung berbagai sektor industri 
dan kehidupan masyarakat. Indonesia 
merupakan salah satu negara penghasil 
migas terbesar di dunia, dengan potensi 
cadangan migas yang cukup besar, baik 
di wilayah daratan maupun lepas pantai. 
Kontribusi migas terhadap pendapatan 
negara sangat signifikan, terutama 
melalui sektor pajak dan royalti yang 
diterima oleh pemerintah dari 
perusahaan-perusahaan migas, serta 
melalui ekspor migas yang menjadi 
sumber devisa. Selain itu, migas juga 
memainkan peran krusial dalam 
memenuhi kebutuhan energi domestik, 
seperti pasokan bahan bakar untuk 
transportasi, industri, dan pembangkit 
listrik, yang sangat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat (Adhitama, 
2014). Oleh karena itu, pengelolaan 
sumber daya migas yang efisien, 
berkelanjutan, dan bebas dari 
penyalahgunaan sangat penting untuk 
menjaga stabilitas ekonomi negara dan 
memastikan ketersediaan energi bagi 
masa depan. 

Bahan bakar minyak (BBM) adalah 
unsur yang sangat vital dalam 
mendukung pelayanan masyarakat, 
tidak hanya di negara-negara miskin 
atau berkembang, tetapi juga di negara 
maju. Pemanfaatan BBM saat ini tidak 
hanya memiliki dampak signifikan 
terhadap kebijakan luar negeri suatu 
negara, tetapi juga berpengaruh 
langsung pada pertumbuhan ekonomi 

negara tersebut. Selain itu, penggunaan 
BBM juga berdampak secara global, 
yang dapat menyebabkan penderitaan 
bagi umat manusia, terutama jika 
pengelolaannya tidak terkontrol dengan 
baik. Mengingat pentingnya sektor 
migas ini bagi ekonomi global, 
pengelolaannya membutuhkan regulasi 
yang jelas dan efisien untuk memastikan 
ketersediaan dan distribusi yang adil 
serta menghindari penyalahgunaan 
(Handaka, 2017). Oleh karena itu, 
pemerintah perlu mengatur pengelolaan 
sumber daya minyak dan gas bumi 
secara cermat untuk mendukung 
kepentingan nasional dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pengelolaan migas di Indonesia telah 
melalui perubahan panjang, yang 
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 
rakyat berdasarkan azas ekonomi 
kerakyatan dan kekeluargaan. Sebagai 
langkah strategis, pemerintah Indonesia 
mengesahkan Undang-Undang No. 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi (UU No. 22/2001), yang kemudian 
memperkenalkan pembentukan Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan 
Gas Bumi (BP Migas). Badan ini 
berfungsi sebagai pelaksana kegiatan 
negara dalam mengelola dan mengawasi 
eksplorasi serta eksploitasi migas, 
mengambil alih sebagian peran 
PERTAMINA dalam usaha hulu untuk 
memastikan administrasi dan regulasi 
berjalan dengan baik. UU No. 22/2001 
mendefinisikan minyak bumi sebagai 
hidrokarbon yang terbentuk secara 
alami dalam kondisi tertentu, sementara 
gas alam diartikan sebagai hidrokarbon 
yang berbentuk gas pada tekanan dan 
temperatur atmosfer, keduanya hasil 
dari proses penambangan yang dikelola 
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sesuai ketentuan hukum yang berlaku 
(Sarifudin, 2019). 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur 
tentang pengelolaan sumber daya alam 
migas yang merupakan kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh negara. 
Dalam hal ini, negara bertindak sebagai 
pemegang kuasa pertambangan, dengan 
pemerintah sebagai penyelenggara yang 
bertanggung jawab atas pengaturan, 
pembinaan, dan pengawasan kegiatan 
usaha migas. Untuk meningkatkan 
efisiensi pengelolaan, pemerintah 
membentuk Badan Pelaksana untuk 
mengelola kegiatan usaha hulu (seperti 
eksplorasi dan eksploitasi migas) serta 
Badan Pengatur yang bertugas mengatur 
dan mengawasi kegiatan usaha hilir. 
Dalam kegiatan usaha hilir, badan usaha 
yang ingin terlibat harus terlebih dahulu 
mendapatkan izin usaha dari 
pemerintah. Pengaturan yang jelas dan 
terstruktur ini bertujuan untuk menjaga 
kelancaran distribusi serta memastikan 
pemanfaatan sumber daya alam migas 
sesuai dengan kepentingan nasional 
(Hasan, 2009). 

Namun, dalam praktiknya, 
penyalahgunaan terhadap bahan bakar 
minyak bersubsidi, seperti jenis solar, 
sering terjadi. Kenaikan harga bahan 
bakar minyak ini dimanfaatkan oleh 
sejumlah pihak yang tidak bertanggung 
jawab untuk memperoleh keuntungan 
besar melalui cara ilegal, seperti 
menimbun bahan bakar bersubsidi 
sebelum harga naik dan kemudian 
menjualnya kembali setelah harga naik. 
Para pelaku penimbunan bahan bakar 
ini dapat dijerat dengan hukum 
berdasarkan Pasal 53 huruf d juncto 
Pasal 23 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001, 
yang mengatur tentang larangan 

penyimpanan bahan bakar tanpa izin 
usaha. Selain itu, kegiatan usaha hulu, 
yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi 
migas, diatur dengan rinci dalam 
berbagai pasal dalam undang-undang 
tersebut. Eksplorasi bertujuan untuk 
memperoleh informasi geologi guna 
menemukan cadangan minyak dan gas 
bumi, sedangkan eksploitasi melibatkan 
serangkaian kegiatan untuk 
mengekstraksi minyak dan gas bumi, 
termasuk pengeboran, pembangunan 
sarana pengangkutan, serta pengelolaan 
dan pemurnian produk migas di 
lapangan (Pudyantoro, 2012). 

Pemerintah Indonesia menunjukkan 
kepedulian yang tinggi terhadap 
pelaksanaan sanksi pidana untuk 
menangani masalah penimbunan migas, 
yang merupakan salah satu bentuk 
tindak pidana yang merugikan negara 
dan masyarakat. Terkait dengan 
kegiatan usaha hilir migas, pengaturan 
tersebut tercantum dalam berbagai pasal 
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 
2001, seperti Pasal 1 angka 10, Pasal 5, 
Pasal 7, dan Pasal 23 hingga Pasal 25. 
Kegiatan usaha hilir ini mencakup 
pengolahan, pengangkutan, 
penyimpanan, dan niaga yang 
memerlukan izin usaha untuk setiap 
aktivitasnya. Izin usaha ini diberikan 
kepada badan usaha yang ingin 
melakukan kegiatan tersebut dengan 
tujuan untuk memperoleh keuntungan 
atau laba. Hal ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa setiap kegiatan 
usaha migas yang berhubungan dengan 
penyediaan bahan bakar untuk 
masyarakat dilakukan secara legal dan 
terkontrol, serta menghindari potensi 
penyalahgunaan yang dapat merugikan 
masyarakat luas (Lubiantara, 2012). 

Namun, situasi semakin sulit karena 
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permintaan terhadap BBM bersubsidi 
yang terus meningkat dan harga BBM di 
pasar dunia yang naik, yang membuka 
celah bagi individu maupun korporasi 
untuk melakukan tindakan tidak 
bertanggung jawab, seperti 
pengoplosan, penimbunan, 
penyelundupan, dan penjualan bahan 
bakar bersubsidi kepada pihak-pihak 
yang tidak berhak. Tindakan ini 
dilakukan semata-mata untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi atau 
korporasi, tanpa memperhatikan 
kepentingan masyarakat banyak. 
Perbuatan ilegal tersebut tidak hanya 
merugikan negara, tetapi juga dapat 
menyebabkan keresahan di kalangan 
masyarakat akibat kelangkaan bahan 
bakar (Lubiantara, 2017). Oleh karena 
itu, diperlukan upaya penanggulangan 
yang serius dan terpadu dari semua 
pihak terkait. Kriminalisasi dalam hal ini 
mengacu pada penetapan perbuatan 
tertentu yang sebelumnya tidak 
dianggap tindak pidana, namun 
kemudian ditetapkan sebagai tindak 
pidana yang harus dihindari. Penetapan 
ini merupakan bagian dari kebijakan 
kriminal untuk melindungi masyarakat 
dari tindakan penyimpangan, yang 
kemudian dilanjutkan dengan 
penegakan hukum untuk mencapai 
tujuan sosial yang lebih besar, yaitu 
kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat (Pradnyana, 2014). 

Meskipun telah diterapkan sanksi 
pidana terhadap penyalahgunaan 
pengelolaan migas di Indonesia, 
termasuk penimbunan dan 
penyelundupan bahan bakar minyak 
bersubsidi, efektivitasnya masih menjadi 
masalah besar. Banyak pelaku tindak 
pidana tersebut masih mampu 
menghindari sanksi dengan berbagai 

cara, seperti menggunakan perantara 
atau memanfaatkan celah hukum yang 
ada. Sanksi pidana yang ada, meskipun 
telah mencakup pidana penjara dan 
denda yang cukup besar, sering kali 
tidak memberikan efek jera yang cukup 
untuk mencegah tindak pidana serupa. 
Selain itu, mekanisme pengawasan yang 
kurang optimal dan kurangnya sinergi 
antara lembaga penegak hukum 
seringkali membuat tindak pidana ini 
sulit untuk diberantas secara tuntas. 
Akibatnya, praktik ilegal terus 
berkembang, merugikan negara dan 
masyarakat, serta menambah beban 
ekonomi yang harus ditanggung oleh 
rakyat (Anderson, 2012). 

Urgensi pembaharuan dalam sistem 
sanksi pidana migas sangat diperlukan 
untuk menjamin efektivitas 
penanggulangan tindak pidana di sektor 
ini. Pembaharuan hukum perlu 
mencakup peningkatan ketegasan dalam 
penegakan hukum, penguatan lembaga 
pengawasan, serta penyesuaian 
terhadap perkembangan teknologi dan 
metode baru yang digunakan oleh 
pelaku kejahatan. Selain itu, 
pembaharuan juga harus menyasar pada 
peningkatan koordinasi antar lembaga 
yang terlibat dalam pengawasan dan 
penegakan hukum untuk menciptakan 
sistem yang lebih terpadu dan responsif 
terhadap dinamika di lapangan. Dengan 
pembaharuan ini, diharapkan sanksi 
pidana yang ada dapat lebih efektif 
memberikan efek jera dan mencegah 
penyalahgunaan yang merugikan 
kepentingan nasional serta masyarakat 
luas. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yuridis normatif 
adalah pendekatan yang digunakan 
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untuk menganalisis masalah hukum 
berdasarkan norma-norma atau aturan 
hukum yang berlaku dalam sistem 
hukum yang relevan. Dalam penelitian 
ini, peneliti akan memfokuskan pada 
teks-teks peraturan perundang-
undangan, seperti Undang-Undang No. 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi, serta regulasi lainnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan sumber 
daya migas di Indonesia. Melalui 
metode ini, peneliti akan mengkaji dan 
menilai kesesuaian antara ketentuan 
hukum yang ada dengan praktik hukum 
yang terjadi di lapangan, termasuk 
efektivitas sanksi pidana terhadap 
penyalahgunaan migas. Tujuan dari 
pendekatan ini adalah untuk 
memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam tentang substansi hukum 
yang ada, serta untuk menilai apakah 
hukum yang berlaku sudah cukup 
memadai untuk menangani persoalan-
persoalan yang muncul dalam 
pengelolaan migas. 

Pendekatan perundang-undangan 
dalam penelitian ini berfokus pada 
pengkajian terhadap norma-norma 
hukum yang terkandung dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan terkait 
migas, baik yang bersifat nasional 
maupun internasional. Peneliti akan 
memeriksa apakah undang-undang 
yang ada, seperti UU No. 22 Tahun 2001, 
sudah cukup mencakup aspek-aspek 
penting yang dapat mengatur dan 
mengawasi dengan baik praktik 
pengelolaan sumber daya migas di 
Indonesia. Selain itu, pendekatan analitis 
digunakan untuk mengevaluasi 
bagaimana implementasi peraturan 
tersebut dalam praktik, serta 
mengidentifikasi kelemahan dan 
kekuatan dalam penerapannya. 

Pendekatan analitis ini akan membantu 
peneliti dalam menganalisis apakah 
peraturan yang ada mampu mengatasi 
penyalahgunaan, serta mencari solusi 
yang dapat memperbaiki pengelolaan 
dan pengawasan sektor migas untuk 
mencapai tujuan hukum yang lebih baik. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Penyalahgunaan 
Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan 

Gas Bumi di Indonesia 

Sektor minyak dan gas bumi (migas) 
memiliki peranan yang sangat penting 
baik pada masa lalu, sekarang, maupun 
di masa depan, terutama dilihat dari 
kontribusinya terhadap Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
penerimaan devisa, dan sektor-sektor 
ekonomi lainnya. Namun, diperkirakan 
kontribusi sektor ini akan semakin 
berkurang karena cadangan minyak 
yang semakin menipis. Produksi minyak 
tahunan Indonesia lebih besar 
dibandingkan dengan penemuan 
cadangan baru, sehingga cadangan yang 
ada semakin menurun. Sebagai contoh, 
pada akhir tahun 2011, jumlah cadangan 
minyak Indonesia tercatat sekitar 4 
miliar barrel, yang menurun 4,76% 
dibandingkan tahun sebelumnya yang 
mencapai 4,2 miliar barrel. Penurunan 
ini disebabkan oleh tingginya produksi 
minyak (343,83 juta barrel pada tahun 
2011) yang tidak diimbangi dengan 
penemuan cadangan minyak baru 
(hanya 143,83 juta barrel). Oleh karena 
itu, untuk memastikan keberlanjutan 
pengelolaan migas, pengaturan yang 
lebih baik dan lebih efisien dalam sektor 
ini menjadi suatu keharusan (Rumadan, 
2016). 

Sejarah pengelolaan migas di 
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Indonesia dapat dibagi menjadi empat 
era yang berbeda. Pertama, era kolonial 
Belanda, yang dimulai dengan 
penemuan minyak pertama kali pada 
tahun 1885 oleh A.J. Ziljiker di Langkat, 
Sumatera. Penemuan ini menjadi dasar 
bagi pendirian perusahaan migas 
Belanda, Royal Shell, pada tahun 1890. 
Pemerintah Hindia Belanda kemudian 
mengeluarkan Undang-Undang pada 
tahun 1899 untuk mengatur hak konsesi 
bagi perusahaan-perusahaan Belanda, 
yang memberikan mereka hak untuk 
menambang migas, sementara Indonesia 
tidak memiliki hak atas hasil migas 
tersebut. Pada tahun 1918, ditambahkan 
ketentuan dalam kontrak yang 
mengizinkan pemerintah Hindia 
Belanda untuk melakukan 
penambangan migas, namun Indonesia 
tetap tidak terlibat dalam 
pengelolaannya, kecuali sebagai tenaga 
kerja yang dibayar. Pada masa pasca-
kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1960, 
pemerintah Indonesia mengeluarkan 
UU No. 44/1960 yang menetapkan 
bahwa semua sumber daya alam migas 
yang ada di Indonesia adalah kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh negara. 
Pemerintah Indonesia mulai mengambil 
peran lebih besar dalam pengelolaan 
migas dengan mengharuskan bahwa 
pengusahaan migas hanya dapat 
dilakukan oleh negara atau perusahaan 
negara, meskipun terdapat 
kemungkinan kerjasama dengan pihak 
lain untuk melaksanakan pekerjaan yang 
belum dapat dilakukan oleh perusahaan 
negara. Pada era Orde Baru, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1971 mengenai 
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
memperkuat posisi Pertamina sebagai 
pemegang kuasa pertambangan, 
meskipun kerjasama dengan perusahaan 

asing tetap diperbolehkan. Pada tahun 
2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 
2001 disahkan sebagai upaya untuk 
memperbaharui sistem pengelolaan 
migas di Indonesia agar lebih 
transparan, efisien, berdaya saing, dan 
berwawasan lingkungan. Undang-
undang ini mengatur pengelolaan migas 
berdasarkan prinsip ekonomi 
kerakyatan dan bertujuan untuk 
mencapai kesejahteraan rakyat melalui 
dua jenis kegiatan usaha, yaitu usaha 
hulu yang mencakup eksplorasi dan 
eksploitasi, serta usaha hilir yang 
mencakup pengolahan, pengangkutan, 
penyimpanan, dan niaga (Yuwono & 
Pustaka, 2014). 

Penyalahgunaan bahan bakar 
minyak (BBM) bersubsidi merupakan 
tindak pidana yang dapat dilakukan 
oleh individu atau badan hukum, 
dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan pribadi atau bisnis. Dalam 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 55 
memberikan sanksi tegas bagi siapa saja 
yang terbukti menyalahgunakan 
pengangkutan atau niaga BBM 
bersubsidi. Pelaku individu dapat 
dikenai hukuman penjara selama 
maksimal enam tahun dan denda 
sebesar Rp 60.000.000.000. Sementara itu, 
pasal 56 mengatur bahwa jika tindak 
pidana dilakukan oleh badan usaha atau 
bentuk usaha tetap, sanksi pidana juga 
dapat dijatuhkan kepada badan usaha 
tersebut serta pengurusnya. Selain itu, 
dalam kasus badan usaha yang terlibat, 
denda yang dijatuhkan bisa lebih tinggi, 
yaitu ditambah sepertiga dari jumlah 
denda yang seharusnya (Sumardi, 2017).  

Selain sanksi pidana, tindakan 
penyalahgunaan BBM bersubsidi juga 
dapat dikenakan sanksi administratif, 
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terutama jika pelaku memiliki izin usaha 
namun tidak melaksanakan 
kewajibannya dengan benar. Dalam hal 
ini, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 memberikan kewenangan 
kepada pemerintah untuk memberi 
teguran tertulis, menangguhkan 
kegiatan, membekukan, atau bahkan 
mencabut izin usaha jika terjadi 
pelanggaran terhadap persyaratan yang 
tercantum dalam izin tersebut. Sanksi 
administratif ini lebih rinci diatur dalam 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2018, yang 
menyebutkan beberapa bentuk sanksi 
seperti teguran tertulis, penghentian 
sementara kegiatan, dan pencabutan izin 
usaha niaga minyak dan gas bumi. 
Penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat 
mencakup kegiatan seperti pengoplosan 
bahan bakar, penyimpangan alokasi, 
serta pengangkutan dan penjualan BBM 
ke luar negeri, yang jelas merugikan 
masyarakat dan negara (Syeirazi, 2017). 

Penerapan sanksi pidana dalam 
praktik penegakan hukum terhadap 
pelaku penyalahgunaan migas di 
Indonesia menjadi krusial untuk 
menjaga keadilan dan kelancaran 
pengelolaan sumber daya alam. Salah 
satu contoh nyata adalah kasus 
penyalahgunaan bahan bakar minyak 
(BBM) bersubsidi, yang melibatkan 
pengoplosan dan penyimpangan 
distribusi untuk keuntungan pribadi 
atau badan usaha. Dalam beberapa 
kasus, pelaku yang terbukti 
menyalahgunakan BBM bersubsidi 
dijatuhi hukuman penjara hingga enam 
tahun serta denda besar, sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang No. 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. Namun, meskipun sanksi pidana 

telah diatur dengan tegas, masih 
terdapat tantangan dalam hal efektivitas 
penerapannya di lapangan. Faktor 
seperti lemahnya pengawasan, 
kurangnya sumber daya aparat penegak 
hukum, dan peran politik sering kali 
memperlambat atau bahkan 
menghambat penegakan hukum 
terhadap para pelaku penyalahgunaan 
migas (Hammerson & Antonatos, 2016). 

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi 
pidana dalam mencegah 
penyalahgunaan migas menunjukkan 
hasil yang bervariasi. Beberapa pelaku 
penyalahgunaan BBM bersubsidi 
mungkin merasa dampak hukuman 
yang dijatuhkan kurang signifikan, 
terutama jika mereka dapat memperoleh 
keuntungan besar dari tindakan ilegal 
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun sanksi pidana sudah cukup 
berat, namun jika tidak disertai dengan 
pengawasan yang ketat dan 
pemberantasan jaringan ilegal yang 
terlibat, sanksi tersebut mungkin tidak 
cukup memberikan efek jera. Beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
sanksi pidana antara lain adalah 
efektivitas pengawasan, ketepatan 
waktu dalam penegakan hukum, serta 
koordinasi yang baik antara lembaga-
lembaga terkait seperti Kepolisian, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, serta Badan Pengatur Hilir 
Migas (Kementerian ESDM, 2017). 

Namun, terdapat berbagai kendala 
dalam penegakan sanksi pidana yang 
menghambat efektivitasnya. Salah 
satunya adalah kelemahan dalam 
pengawasan distribusi migas yang 
sering kali disalahgunakan oleh oknum-
oknum yang terlibat dalam jaringan 
illegal. Koordinasi antar lembaga juga 
menjadi masalah, karena seringkali 
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terdapat tumpang tindih kewenangan 
atau bahkan kurangnya kesadaran antar 
lembaga yang bertanggung jawab dalam 
sektor migas. Selain itu, faktor politik 
juga memainkan peran penting, di mana 
sering kali kasus-kasus besar terkait 
migas dipengaruhi oleh kepentingan 
politik tertentu, yang mempengaruhi 
proses hukum dan penyelesaian kasus. 
Tantangan ini membuat aparat penegak 
hukum kesulitan dalam menanggulangi 
penyalahgunaan pengelolaan migas 
secara efektif, meskipun sanksi pidana 
yang ada sudah cukup tegas. 

 
Faktor yang Mempengaruhi 
Ketidakefektifan Sanksi Pidana dalam 
Menanggulangi Penyalahgunaan 
Pengelolaan Migas di Indonesia 

Penyalahgunaan pengelolaan migas 
di Indonesia telah menjadi masalah yang 
kompleks dan terus berkembang, 
dengan dampak yang merugikan baik 
bagi perekonomian negara maupun 
kesejahteraan masyarakat. Meskipun 
undang-undang dan regulasi terkait 
telah ada untuk menanggulangi 
tindakan ilegal di sektor migas, 
implementasi sanksi pidana sering kali 
tidak efektif dalam mencapai tujuannya. 
Berbagai faktor dapat mempengaruhi 
ketidakefektifan sanksi pidana ini, mulai 
dari kelemahan dalam pengawasan, 
korupsi yang menghambat penegakan 
hukum, hingga kurangnya koordinasi 
antar lembaga yang berwenang. Selain 
itu, faktor politik dan kepentingan 
ekonomi juga turut berperan dalam 
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
hukum yang tegas terhadap 
penyalahgunaan migas (Priamoko, 
2017). Oleh karena itu, pemahaman yang 
mendalam tentang faktor-faktor ini 
sangat penting untuk menemukan solusi 

yang tepat dalam meningkatkan 
efektivitas sanksi pidana dalam 
menanggulangi penyalahgunaan migas 
di Indonesia. 

Salah satu faktor utama yang 
mempengaruhi ketidakefektifan sanksi 
pidana dalam menanggulangi 
penyalahgunaan pengelolaan migas di 
Indonesia adalah lemahnya pengawasan 
terhadap sektor tersebut. Meskipun 
terdapat sejumlah badan yang memiliki 
kewenangan untuk mengawasi aktivitas 
migas, seperti Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 
kepolisian, pengawasan yang dilakukan 
sering kali tidak maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh keterbatasan sumber 
daya, baik anggaran maupun personel, 
serta kurangnya sistem yang efektif 
dalam pemantauan real-time. Selain itu, 
masalah lain yang memperburuk situasi 
ini adalah ketidakjelasan regulasi atau 
tumpang tindih aturan yang ada. 
Peraturan-peraturan yang tidak 
terkoordinasi dengan baik atau 
bertentangan satu sama lain dapat 
menciptakan kebingungan dalam 
implementasi kebijakan hukum, yang 
pada gilirannya menghambat 
penegakan hukum yang adil dan tepat 
(Partowidagdo, 2009). 

Korupsi dan praktik kolusi serta 
nepotisme (KKN) juga menjadi faktor 
signifikan dalam ketidakefektifan 
penegakan hukum di sektor migas. 
Korupsi yang merajalela di berbagai 
tingkat pemerintahan, mulai dari pejabat 
pemerintah pusat hingga daerah, turut 
memperburuk situasi. Para pelaku 
penyalahgunaan seringkali mendapat 
perlindungan atau pembiaran dari 
pejabat yang terlibat dalam praktik 
korupsi, sehingga mereka dapat terus 
beroperasi tanpa takut dihukum. Selain 
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itu, praktik KKN dalam sektor migas 
yang melibatkan kolusi antara 
pengusaha dan aparat penegak hukum 
atau pejabat terkait juga mengarah pada 
rendahnya efektivitas sanksi. Hal ini 
tidak hanya menurunkan kepercayaan 
publik terhadap sistem hukum, tetapi 
juga menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan pelanggaran hukum 
terus berlangsung tanpa hambatan 
berarti (Anshar, 2017). 

Faktor ketidakefektifan lainnya 
adalah keterbatasan sumber daya dan 
infrastruktur penegakan hukum. Banyak 
lembaga yang bertanggung jawab atas 
pengawasan sektor migas mengalami 
kesulitan dalam hal anggaran dan SDM. 
Kurangnya personel yang terlatih dan 
jumlah staf yang terbatas mempengaruhi 
kapasitas lembaga dalam melakukan 
pengawasan yang komprehensif. Selain 
itu, infrastruktur pendukung seperti 
sistem teknologi informasi dan alat 
deteksi yang memadai masih terbatas, 
yang menghambat kemampuan dalam 
mendeteksi dan menangani pelanggaran 
dengan cepat dan akurat. Ditambah lagi, 
kurangnya koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah serta antar 
lembaga penegak hukum seperti 
kepolisian, Kementerian ESDM, dan 
instansi terkait lainnya memperburuk 
penegakan hukum di sektor migas. 
Koordinasi yang buruk ini sering kali 
mengarah pada kebingungannya 
tanggung jawab dan penegakan hukum 
yang tidak sinkron, yang semakin 
memperburuk masalah penyalahgunaan 
migas (Sumardi et al., 2018). 

Faktor politik dan kepentingan 
ekonomi sering kali menjadi 
penghambat utama dalam penegakan 
hukum yang efektif di sektor migas. 
Dalam banyak kasus, keputusan politik 

yang diambil oleh pemerintah atau 
legislatif dapat dipengaruhi oleh lobi-
lobi bisnis besar yang memiliki 
kepentingan ekonomi dalam sektor ini. 
Hal ini dapat menciptakan tekanan 
untuk mengurangi penerapan sanksi 
pidana yang tegas terhadap pelaku 
penyalahgunaan migas, dengan harapan 
untuk melindungi atau 
mempertahankan keuntungan bisnis 
tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan 
kepentingan politik dan ekonomi sering 
kali membuat proses penegakan hukum 
menjadi lebih kompleks, karena ada 
kecenderungan untuk mempertahankan 
stabilitas ekonomi atau politik yang lebih 
besar, meskipun di sisi lain dapat 
merugikan sektor masyarakat dan 
negara. Selain itu, kurangnya efektivitas 
pendidikan dan sosialisasi hukum juga 
berperan dalam memperburuk 
penyalahgunaan migas di Indonesia. 
Masyarakat dan pelaku usaha sering kali 
tidak mendapatkan informasi yang 
cukup mengenai dampak 
penyalahgunaan migas serta penegakan 
hukum yang berlaku. Minimnya 
pemahaman tentang konsekuensi 
hukum dan sosial dari pelanggaran ini 
menyebabkan banyak pihak tidak 
merasa terancam oleh sanksi yang ada. 
Hal ini diperburuk dengan rendahnya 
kesadaran hukum di kalangan 
masyarakat, termasuk pelaku usaha 
migas, yang dapat mengarah pada 
perilaku yang kurang bertanggung 
jawab dan melanggar aturan. Oleh 
karena itu, pendekatan yang lebih 
komprehensif dalam pendidikan dan 
sosialisasi mengenai hukum sangat 
diperlukan untuk mencegah 
pelanggaran lebih lanjut (Amalia, 2014). 

Minimnya ketegasan dan 
transparansi dalam penegakan hukum 
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juga menjadi faktor yang merugikan 
efektivitas sanksi pidana di sektor migas. 
Ketidakpastian dalam proses hukum 
atau ketidaktegasan dalam menjatuhkan 
sanksi sering kali memberikan rasa aman 
bagi pelaku penyalahgunaan untuk 
terus melanggar aturan tanpa rasa takut 
dihukum. Hal ini menciptakan budaya 
impunitas yang sulit untuk diberantas. 
Selain itu, kurangnya transparansi 
dalam proses hukum membuat publik 
dan pihak berwenang kesulitan untuk 
memantau serta mengevaluasi 
implementasi sanksi pidana dengan 
efektif. Transparansi sangat penting 
untuk memastikan bahwa setiap proses 
hukum dapat diakses oleh publik dan 
dapat dipertanggungjawabkan, 
sehingga penegakan hukum dapat 
menjadi lebih tegas dan memberikan 
efek jera.(Partowidagdo, 2009) 

Tantangan dalam penegakan hukum 
berkelanjutan juga menjadi faktor yang 
memperburuk ketidakefektifan sanksi 
pidana. Ketidakkonsistenan dalam 
penerapan hukum, di mana hukum 
diterapkan dengan cara yang berbeda-
beda dalam setiap kasus, mengarah pada 
ketidakadilan dan merusak sistem 
hukum secara keseluruhan. Selain itu, 
pengawasan yang berkelanjutan sangat 
penting untuk memastikan bahwa 
kebijakan dan peraturan yang ada tetap 
relevan dan berjalan efektif dalam jangka 
panjang. Tanpa evaluasi dan 
pemantauan yang terus-menerus, 
kebijakan yang diterapkan di sektor 
migas dapat menjadi usang atau tidak 
sesuai dengan kebutuhan nyata di 
lapangan, sehingga penyalahgunaan 
terus terjadi. Oleh karena itu, sistem 
hukum yang konsisten dan pengawasan 
yang berkelanjutan merupakan kunci 
untuk menciptakan perubahan positif 

dan mengurangi penyalahgunaan di 
sektor migas. 

 
Urgensi Pembaharuan dalam Sistem 
Hukum dan Sanksi Pidana untuk 

Meningkatkan Pengawasan dan 
Penanggulangan Terhadap Tindak 
Pidana di Sektor Migas di Indonesia 

Urgensi pembaharuan dalam sistem 
hukum dan sanksi pidana di sektor 
migas di Indonesia semakin mendesak 
seiring dengan meningkatnya kasus 
penyalahgunaan bahan bakar minyak 
(BBM) bersubsidi dan pelanggaran 
terkait lainnya yang merugikan negara 
dan masyarakat. Meskipun telah ada 
berbagai regulasi yang mengatur 
pengelolaan migas, kenyataannya, 
efektivitas penegakan hukum dan 
pengawasan terhadap sektor ini masih 
mengalami berbagai kendala, seperti 
tumpang tindih regulasi, lemahnya 
pengawasan, serta praktik korupsi yang 
melibatkan berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pembaharuan dalam sistem hukum 
yang mengatur sektor migas perlu 
dilakukan untuk memastikan adanya 
penegakan hukum yang lebih tegas, 
transparan, dan efektif. Pembaruan 
tersebut juga harus mencakup 
peningkatan pengawasan, pembaruan 
mekanisme sanksi pidana, dan 
penguatan koordinasi antar lembaga 
yang berwenang. Dengan adanya 
langkah-langkah tersebut, diharapkan 
penanggulangan tindak pidana dalam 
sektor migas dapat berjalan lebih efektif, 
mengurangi penyalahgunaan, serta 
meminimalkan kerugian negara yang 
disebabkan oleh pelanggaran hukum di 
sektor energi ini. 

Reformasi regulasi migas menjadi 
kebutuhan mendesak untuk 
menciptakan sistem hukum yang lebih 



 

Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan…  

Sumartono1, Zainal Arifin Hoesein2 

29  

jelas, komprehensif, dan mudah 
diterapkan. Selama ini, sektor migas di 
Indonesia dihadapkan pada tumpang 
tindih regulasi yang menyebabkan 
ketidakpastian hukum, yang pada 
gilirannya membuka celah bagi 
penyalahgunaan. Oleh karena itu, 
pembaruan peraturan yang mengatur 
sektor ini perlu dilakukan, dengan 
tujuan untuk menyederhanakan aturan 
yang ada dan mengharmonisasikan 
regulasi antara berbagai instansi dan 
daerah. Hal ini penting agar seluruh 
pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
dan pengawasan migas dapat 
memahami dengan lebih baik kewajiban 
dan hak mereka, serta mengurangi 
kebingungan yang sering terjadi akibat 
ketidakjelasan regulasi yang saling 
bertentangan. 

Pengawasan yang lebih efektif 
menjadi kunci untuk memastikan bahwa 
sektor migas dikelola dengan baik dan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Penguatan peran lembaga 
pengawas, seperti Badan Pengatur Hilir 
(BPH), Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), serta aparat 
penegak hukum, sangat penting untuk 
meningkatkan efektivitas pemantauan 
terhadap aktivitas migas. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah 
dengan mengoptimalisasi penggunaan 
teknologi dan data dalam sistem 
pengawasan, seperti penerapan alat 
deteksi berbasis sensor, analitik data, 
dan pemantauan online. Teknologi ini 
memungkinkan pelacakan aktivitas 
yang lebih akurat dan cepat, sehingga 
dapat mendeteksi potensi pelanggaran 
lebih dini dan mencegah terjadinya 
penyalahgunaan yang merugikan 
negara. 

Selain itu, ketegasan dalam 

penegakan sanksi pidana juga menjadi 
hal yang sangat vital dalam mencegah 
praktik penyalahgunaan migas. Untuk 
itu, perlu dilakukan pembaruan 
mekanisme sanksi, di mana pelaku 
tindak pidana migas diberikan hukuman 
yang lebih tegas, konsisten, dan tanpa 
pandang bulu. Denda yang signifikan 
dan hukuman penjara yang lebih berat 
perlu diberlakukan agar memberi efek 
jera yang kuat bagi para pelaku, baik 
individu maupun badan usaha. Dengan 
demikian, penegakan hukum yang lebih 
ketat dan tidak hanya formalitas akan 
menciptakan efek pencegahan yang 
lebih besar terhadap potensi 
penyalahgunaan sektor migas, sekaligus 
menjaga kepentingan masyarakat dan 
negara. 

Penguatan koordinasi antar lembaga 
penegak hukum sangat penting untuk 
meningkatkan efektivitas penegakan 
hukum di sektor migas. Dalam hal ini, 
penyatuan visi dan misi antara lembaga-
lembaga terkait, seperti pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, kepolisian, 
kejaksaan, serta instansi terkait lainnya, 
akan menciptakan kesatuan langkah 
yang lebih efektif dalam menanggulangi 
penyalahgunaan. Koordinasi yang erat 
di antara lembaga-lembaga ini akan 
mempermudah aliran informasi, 
mempercepat proses penyelidikan, dan 
memastikan penindakan yang lebih 
tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. 
Dengan sinergi yang terjalin, seluruh 
pihak dapat bekerja dengan lebih 
terorganisir dan memastikan bahwa 
setiap tindak pidana di sektor migas 
dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh 
dan efektif. 

Di samping itu, peningkatan 
pendidikan dan sosialisasi hukum 
menjadi aspek penting dalam 
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menciptakan pemahaman yang lebih 
baik mengenai bahaya penyalahgunaan 
migas dan konsekuensi hukum yang 
bisa ditimbulkan. Kampanye kesadaran 
hukum kepada masyarakat dan pelaku 
usaha migas perlu diperluas agar 
mereka menyadari peran mereka dalam 
menjaga keberlanjutan sektor migas 
yang lebih transparan dan bertanggung 
jawab. Selain itu, penguatan program 
pelatihan bagi aparat penegak hukum 
dan stakeholder terkait, termasuk pihak 
yang mengawasi pengelolaan migas, 
akan memberikan pemahaman yang 
lebih mendalam mengenai kompleksitas 
sektor ini serta cara-cara penegakan 
hukum yang lebih efektif. Hal ini 
penting untuk memastikan bahwa 
aparat penegak hukum dapat 
menangani permasalahan migas dengan 
kapasitas yang memadai. 

Peningkatan infrastruktur dan 
penggunaan teknologi juga menjadi 
aspek penting dalam penegakan hukum 
yang lebih efisien di sektor migas. 
Pengembangan alat deteksi dan sistem 
informasi yang lebih baik dapat 
mempercepat identifikasi dan 
pemeriksaan terhadap potensi 
pelanggaran yang terjadi. Dengan 
mengadopsi teknologi digital canggih, 
seperti big data, kecerdasan buatan (AI), 
dan blockchain, pengawasan dan proses 
hukum dapat menjadi lebih transparan, 
akurat, dan cepat. Teknologi ini akan 
mempermudah pelacakan transaksi, 
analisis data besar, serta verifikasi 
kebenaran informasi yang didapatkan. 
Dengan demikian, penegakan hukum 
dapat menjadi lebih tepat sasaran dan 
memiliki dampak yang lebih besar 
dalam mencegah penyalahgunaan migas 
di Indonesia. 

Penyederhanaan dan penajaman 

proses hukum di sektor migas sangat 
penting untuk memastikan penegakan 
hukum yang lebih efisien dan cepat. 
Prosedur hukum yang berlarut-larut 
seringkali menjadi kendala dalam 
menangani kasus penyalahgunaan 
migas, di mana proses yang panjang 
dapat menyebabkan penundaan dalam 
memberikan keadilan. Reformasi dalam 
prosedur hukum ini perlu dilakukan 
dengan memfokuskan pada 
penyederhanaan langkah-langkah 
administratif dan penguatan regulasi 
yang mempercepat setiap tahapan 
penyidikan, penuntutan, dan 
persidangan. Dengan adanya penajaman 
proses hukum yang lebih praktis dan 
terarah, aparat penegak hukum dapat 
mengidentifikasi kasus-kasus yang 
paling berisiko dan merugikan negara, 
sehingga penanganannya menjadi lebih 
fokus dan terukur. Hal ini akan 
mempercepat penyelesaian kasus 
penyalahgunaan migas dan memberikan 
dampak yang lebih besar dalam 
pencegahan pelanggaran di masa depan. 

Mengatasi pengaruh korupsi dan 
kepentingan politik yang seringkali 
menghambat penegakan hukum di 
sektor migas juga merupakan langkah 
yang sangat penting. Salah satu upaya 
untuk menangani masalah ini adalah 
dengan meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam setiap tahapan 
kegiatan usaha migas. Penerapan sistem 
yang lebih terbuka dan berbasis 
teknologi dapat memastikan bahwa 
setiap kebijakan dan kegiatan dalam 
sektor migas dapat dipantau dengan 
ketat, mengurangi ruang bagi praktik 
korupsi yang selama ini dapat 
melindungi pelaku penyalahgunaan. 
Peningkatan pengawasan dan 
akuntabilitas ini akan memberikan 
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dorongan besar dalam menciptakan 
ekosistem migas yang bersih dan bebas 
dari manipulasi, serta memastikan 
bahwa tindakan hukum dapat 
diterapkan secara adil tanpa adanya 
intervensi dari pihak-pihak yang 
memiliki kepentingan pribadi atau 
bisnis. 

Selain itu, pembaruan sistem politik 
dan pengelolaan sektor migas yang 
mengurangi pengaruh lobi-lobi bisnis 
besar juga sangat penting untuk 
memperbaiki penegakan hukum. Lobi 
bisnis besar seringkali memiliki 
pengaruh yang kuat dalam menentukan 
kebijakan energi dan migas, yang dapat 
menciptakan ketidakseimbangan dan 
merugikan kepentingan negara. Untuk 
mengatasi hal ini, diperlukan reformasi 
dalam sistem politik yang memastikan 
kebijakan migas tidak didominasi oleh 
kepentingan bisnis semata, tetapi lebih 
mengutamakan kepentingan nasional 
dan keberlanjutan sektor energi. 
Mengurangi pengaruh lobi-lobi ini akan 
mengarah pada kebijakan yang lebih adil 
dan tegas dalam penegakan hukum, 
serta memberikan kepercayaan kepada 
masyarakat bahwa sektor migas dikelola 
secara profesional dan bebas dari 
intervensi politik yang merugikan. 

 
SIMPULAN  

Sektor migas di Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan dalam 
hal pengawasan, penegakan hukum, dan 
penerapan sanksi pidana terhadap 
penyalahgunaan yang merugikan 
negara dan masyarakat. 
Ketidakefektifan penegakan hukum 
disebabkan oleh kelemahan dalam 
regulasi, pengawasan yang kurang 
optimal, korupsi, serta kurangnya 
koordinasi antar lembaga penegak 

hukum. Hal ini diperburuk oleh 
pengaruh politik dan kepentingan 
ekonomi yang mempengaruhi kebijakan 
sektor migas, serta ketidakjelasan dalam 
implementasi peraturan yang ada. 
Untuk itu, penting untuk melakukan 
pembaharuan dalam sistem hukum dan 
regulasi migas agar lebih jelas, efisien, 
dan mudah diterapkan. Penyederhanaan 
prosedur hukum serta penguatan peran 
lembaga pengawas akan meningkatkan 
efektivitas penegakan hukum dalam 
sektor ini. 

Saran yang dapat diberikan adalah, 
pertama, perlu ada reformasi dalam 
regulasi sektor migas yang 
mengharmonisasikan peraturan yang 
ada untuk mengurangi tumpang tindih 
yang menciptakan kebingungan dan 
peluang bagi penyalahgunaan. Kedua, 
penguatan koordinasi antar lembaga 
penegak hukum dan penggunaan 
teknologi dalam pengawasan sektor 
migas perlu dioptimalkan untuk 
meningkatkan akurasi dan efisiensi 
dalam mendeteksi pelanggaran. Ketiga, 
penegakan sanksi pidana yang lebih 
tegas dan konsisten, dengan pemberian 
hukuman yang lebih berat dan 
transparansi dalam proses hukum, akan 
memberikan efek jera bagi pelaku 
penyalahgunaan. Terakhir, untuk 
mengatasi pengaruh korupsi dan 
kepentingan politik, transparansi dalam 
setiap tahapan kegiatan migas harus 
ditingkatkan, serta sistem politik yang 
lebih adil dan bebas dari lobi bisnis harus 
diberlakukan agar kebijakan sektor 
migas lebih berfokus pada kepentingan 
negara dan masyarakat. 
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